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BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR  40  TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  

DI KABUPATEN GUNUNG MAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GUNUNG MAS, 

Menimbang 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
 
 
 

 

a.  

 

 

 

   

bahwa keberadaaan organisasi kemasyarakatan harus 
memberikan manfaat bagi masyarakat, Bangsa dan 
Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 

 b.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

c.  

   
 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
9 ayat (2) hurub c Peraturan Mentri Dalam Negeri 
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Darah; 

 

 d.  bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu 
dilakukan  pembinaan dan pengawasan; 

 

 e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 

 

Mengingat  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

SALINAN 
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2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6139); 

 

 3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

 4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5958); 

 

 6.  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh 
Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016    Nomor 262, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959); 

 

 7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2017 tentang Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051); 

 

 8.  Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 

270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI 

KABUPATEN GUNUNG MAS 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

         Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

 3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 

 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung 
Mas. 

 5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan 
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 

 6. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk 
menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan 
tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 7. Unit pengelola pengaduan ormas adalah pejabat, pegawai, 
atau orang dan Dinas/ Badan/ Kantor yang ditugaskan 
oleh Bupati untuk mengelola pengaduan  maupun sengketa 
organisasi kemasyarakatan.  

Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan 

dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung 

Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 

Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a); 
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                      8. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun 
penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun 
badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada unit 
pengelola pengaduan ormas. 

                      9.  Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang 
disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan 
organisasi kemasyarakatan atas pelaksanaan yang tidak 
sesuai dengan perundang-undangan ormas. 

 

 10. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta 
mempertahankan dan memyempurnakan apa yang telah 
ada yang sesuai dengan yang diharapkan. 

 11. Pembinaan Organisasi Masyarakat adalah kegiatan /segala 
bentuk aktifitas dalam kerangka/lingkup Pemberdayaan 
Organisasi Masyarakat. 

 
BAB II  

TUJUAN  

 

Pasal 2 

 (1)  Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan baik berbadan 
hukum dan/ atau tidak berbadan hukum yang 
berkedudukan dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di 
Daerah. 

                    (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :  

  a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif  dan 

efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; 

  dan  

 c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau 

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing; 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 3 

  (1)  Ormas dapat berbentuk:  

   a. badan hukum; atau  

      b. tidak berbadan hukum. 

                 (2) Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 

                 (3) Penyelarasan dengan program perencanaan pembangunan 
nasional dan/atau program perencanaan pembangunan 
daerah. 
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BAB IV 

PEMBINAAN  ORMAS 

 

Pasal 4 

 
(1)  Bupati melakukan pembinaan Ormas untuk 

 meningkatkan kinerja dan menjaga 

 keberlangsungan hidup Ormas. 

 

  (2) Dalam melakukan pembinaan Ormas 
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
 menghormati dan mempertimbangkan aspek 
 sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas 
 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
 bernegara. 

  (3) Pembinaan    Ormas    sebagaimana   dimaksud     pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui:  

   a. fasilitasi kebijakan;  

   b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan  

   c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

  (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada  ayat     
(3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan 
yang mendukung pembinaan Ormas. 

  (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:  

   a. penguatan manajemen organisasi;  

   b. penyediaan data dan informasi;  

   c. pengembangan kemitraan;  

   d. dukungan keahlian, program, dan   
     pendampingan;  

   e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;  

   f. pemberian penghargaan; dan/ atau  

   g. penelitian dan pengembangan. 

     (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c  dapat       
berupa:  

   a. pendidikan dan pelatihan;  

   b. pemagangan; dan/atau  

   c. kursus. 
 

Pasal 5 
  (1) Dalam hal pembinaan Ormas dapat bekerja  sama 

atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, 
masyarakat, dan/atau swasta. 
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  (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian 
 penghargaan, program, bantuan, dan dukungan 
 operasional organisasi. 

 

BAB V  

PENGAWASAN ORMAS  
 

Pasal 6 

 
(1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan Pengawasan secara 
internal dan eksternal. 

  (2) Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

  (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh:  

   a. Masyarakat; dan  

   b. Bupati. 
 

Pasal 7 

(1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan 
hukum dan/atau tidak berbadan hukum. 

  (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diantaranya dapat berupa Ormas yang didirikan 
oleh warga negara asing. 

(3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:   
a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;   
b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga 

negara asing atau warga negara asing bersama warga 
negara Indonesia; dan/ atau  

c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh.badan 
hukum asing. 

 
Pasal 8 

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan 

melalui pengaduan. 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau 
tidak tertulis. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 
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Pasal 9 

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) difasilitasi oleh unit 
pelayanan pengaduan masyarakat pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis 
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
 dapat disampaikan melalui Badan Kesatuan 
 Bangsa dan Politik dan/ atau aplikasi Siormas 
 dengan alamat email siormas.gumaskab.go.id. 

 
Pasal 10 

  (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 
 dalam Pasal 9 paling sedikit memuat informasi 
 mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan. 
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 11 

  (1) Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa  dan 

Politik menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 
  (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dilakukan 

secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. 

 
Pasal 12 

  Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh masyarakat 
dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
huruf d dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik. 

 
Pasal 13 

  Bupati mengoordinasikan Pengawasan eksternal di Daerah. 
 

Pasal 14 
  Pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum 

yayasan asing atau sebutan lain, dikoordinasikan oleh 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang luar negeri. 
 

Pasal 15 
  (1) Pengawasan eksternal oleh Bupati sebagaimana 

 dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan secara 
 terencana dan sistematis baik sebelum maupun 
 setelah terjadi pengaduan masyarakat. 

  (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan 
evaluasi.   
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Pasal 16 
(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas 

dibentuk Tim Terpadu. 

  (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melibatkan instansi vertikal. 

 
Pasal 17 

 
(1) Tim Terpadu sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1), memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri 
atas : 

a. Penanggung Jawab: Bupati. 
b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
c. Sekretaris :   Kepala   Bidang  Politik  Dalam Negeri, 

Organisasi Kemasyarakatan. 
d. Anggota: 

1) Unsur  Pejabat  Struktural setingkat Eselon  IV 

yang membidangi Ormas di Kepolisian Resort. 

2) Unsur  Pejabat Struktural setingkat Eselon IV 

yang membidangi Ormas di Komando Distrik 

Militer. 

3) Unsur  Pejabat Struktural setingkat Eselon IV 

yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri. 

4) Pejabat  Struktural setingkat eselon IV di 

kabupaten  /  kota   dan /  atau  instansi 

vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan. 

  (2) Tim  Terpadu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB VI  

MONITORING DAN EVALUASI  

Pasal 18 

  (1) Monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan 
dilakukan oleh Tim Terpadu. 

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap organisasi 
kemasyarakatan meliputi : 

   a. monitoring dan evaluasi secara reguler, dan 
   b. monitoring dan evaluasi secara insidentil. 
  (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

 pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester selama 1 
(satu) tahun. 

  (4) Monitoring dan evaluasi secara insidentil dilaksanakan 
sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti pengaduan 
dan penyelesaian sengketa ormas. 

  (5) Tim terpadu melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi 
kepada Bupati, sebagai bahan laporan Bupati kepada 
Gubernur. 
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BAB VII 
SANKSI 

 
Pasal 19 

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup 

tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi 

administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban 

dan larangan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu 

melakukan upaya persuasif. 

(3) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. pemanggilan pengurus Ormas untuk diminta 

klarifikasi; 

b. menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran 

yang dilakukan merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan; 

c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi 

pelanggaran; 

d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban 

umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 20 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) terdiri atas: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian bantuan dan/atau hibah; 
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau 
d. pencabutan SKT atau pencabutan status badan 

hukum. 
 

Pasal 21 
(1) Peringatan tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 19 huruf a diberikan secara berjenjang sesuai 
dengan tempat kejadian pelanggaran. 

(2) Pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten/ kota, 
peringatan tertulis diberikan oleh bupati/ walikota. 

(3) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu 
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, peringatan 
tertulis diberikan oleh gubernur. 

(4) Pelanggaran yang terjadi di lebih dari satu provinsi, 
peringatan tertulis diberikan oleh: 
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a. Menteri untuk Ormas yang tidak berbadan hukum; 
atau 

b. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia untuk Ormas yang berbadan hukum. 

(5) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 
diberitahukan kepada gubernur yang menjadi tempat 
terjadinya pelanggaran dan/atau kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan  hak  asasi  manusia bagi Ormas yang 
berbadan hukum. 

(6) Setiap peringatan tertulis yang diberikan oleh 
bupati/walikota dan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada 
Menteri dan/atau kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas yang 
berbadan hukum. 
 

Pasal 22 

(7) Dalam ha1 Ormas telah mematuhi peringatan tertulis 
sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat 
mencabut peringatan tertulis dimaksud. 

(8) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh 
Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(4) diberitahukan kepada gubernur atau 
bupati/walikota. 

(9) Pencabutan peringatan tertulis yang diberikan oleh 
gubernur atau bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atau ayat (3) 
dilaporkan kepada Menteri dan/atau kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia bagi Ormas 
yang berbadan hukum. 
 

Pasal 23 

(1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis 
ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
menjatuhkan sanksi berupa: 

a. penghentian bantuan dan/ atau hibah; dan/ atau 

b. penghentian sementara kegiatan. 

(2) Penghentian bantuan dan/ atau hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di setiap 
jenjang pemerintahan yang diperoleh Ormas. 
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Pasal 24 

Penghentian bantuan dan/atau hibah oleh gubernur 
dan/atau bupati/walikota  dilaporkan kepada Menteri dan/ 

atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 
bagi Ormas yang berbadan hukum. 
 

Pasal 25 

Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/ atau 
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf a Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat 
menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c. 

 

Pasal 26 

(1) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan 
Ormas oleh Pemerintah wajib meminta pertimbangan 
hukum dari Mahkamah Agung. 

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan 

pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang 
memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan. 

(3) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan 
Ormas oleh gubernur terlebih dahulu dimintakan 
pertimbangan pimpinan DPRD provinsi, kepala 
kejaksaan tinggi, dan kepala kepolisian daerah. 

(4) Penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan 
Ormas oleh bupati/walikota terlebih dahulu  
dimintakan pertimbangan pimpinan DPRD 
kabupaten/kota, kepala kejaksaan negeri, dan kepala 
kepolisian wilayah. 

(5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan 
kepala kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dam ayat (4)  tidak  memberikan  pertimbangan, 
gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan 
sanksi penghentian sementara kegiatan. 

 
Pasal 27 

 

(1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak 
mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Menteri, 
gubernur, atau bupati/ walikota dapat menjatuhkan 
sanksi pencabutan SKT. 

(2) Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
terlebih dahulu dimintakan pertimbangan hukum 
kepada Mahkamah Agung. 
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Pasal 28 

(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi 
sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia dapat menjatuhkan 
sanksi pencabutan status badan hukum. 

(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan 
hukum. 

 

Pasal 29 
 

Pencabutan status badan hukum Ormas, pembubaran 
Ormas berbadan hukum, dan proses hukum pembubaran 
Ormas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 30 

Dalam ha1 ormas berbadan hukum yayasan asing atau 
sebutan lainnya melanggar kewajiban dan larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 
Undang-Undang, Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah 
sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian kegiatan; 

c. pembekuan izin operasional; 

d. pencabutan  izin operasional; 

e. pembekuan izin prinsip; 

f. pencabutan izin prinsip; dan/ atau 

g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 31 

 

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap ormas 

berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah tersendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




